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a. bahwa daiam rangka meningkatkan kinerja 

pemerintahan dan pelayanan publik, maka 

Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 76 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Togas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah 

sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 34 

Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 76 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Togas. Fungsi nan Tata Kerja Badan Daerah perlu 
disesuaikan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas 

Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 76 tahun 

2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, 

Togas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Daerah 

Kabupatcn Manggarai Barat; ~ 

DENGAN RAHMATTUHA.1'{YANG MAHA ESA 

BUPATI MANGGA.RAI BARAT, 

Menimbang 

PERUBAHAi~ KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI MAf,lGGARAl BARAT 

NOMOR 76 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDURAN, SUSUNAN 

ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH 

KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

PERATURAN BUPATI MANGGARAl BARAT 

NO MOR 5"3 TAHU~ 2025 

TENT ANG 

BUPATI MANGGARAI BARAT 
PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR 

. I SALINAN 
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Daerah (Lembaran Negara 

Tahun 2016 Nomor 114, /I 
Tentang Perangkat 

Republik Indonesia 

l. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di 

Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2003 Nornor 28, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4271); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nornor 5234} scbagaimana telah diubah 

bcberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nornor 143, Tambahan Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 680 l); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Dacrah (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

scbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 

tcntang Penctapan Peraturan Pcmerintah Pcngganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6856); 

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 rentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 

Mengingat 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nornor 72 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalarn Negen Nomor 80 Tahun 

2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 157): 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 

Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian 

Perangkat Daerah [Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1539); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 

201 7 tentang Pedornan Nomenklatur Perangkat 

Dacrah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota Yang 

Mclaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan 

Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 197); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai 

Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai 

Barat Tahun 2016 Nomor 5, Tarnbahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 167) 

sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai 

Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pcrubahan f 



- 4 - 

( 1) Susunan Organisasi Badan Keuangan dan Aset Dae rah terdiri atas: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekretariat, membawahi: 

1. Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Anggaran, mernbawahi: 

1. Subbidang Anggaran Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan 

Rakyat; dan 

2. Subbidang Anggaran Bidang Ekonomi, Fisik dan Prasarana. 

d Bidang Akuntansi dan Pelaporan, rnembawahi: 

1. Subbidang Akuntansi; dan 

2. Subbidang Pelaporan. 

e. Bidang Perbendaharaan, membawahi: 
1. Subbiciang Pengelolaan Dana Transfer dan Pengendalian Kas 

Daerah; dan ~ 

Pasal4 

Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 

76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 

dan Tata KeIJa Badan Daerah Kabupatcn Manggarai Barat (Berita Daerah 

Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 Nomor 76), diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

Pasal I 

PERATURAN BUPATI MANGGARAI BARAT TENTANG 

PERUBA'"l-!A.1\J KETIGA ATAS PERt\.TUR..i\N BUPATI 

MANGGARAl BARAT NOMOR 76 TAHUN 2021 

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, 

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN DAERAH 

KABUPATEN MANGGARAI BARAT. 

Menetapkan 

MEML!US~~: 

Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai 

Barat Nomor 5 Tahun 2016 ten tang Pembentukan 

dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah 
Ka bu paten Manggarai Barat Tahun 2022 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai 

Barat Nomor 235); 
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( 1) Susunan Organisasi Badan Pcndapatan Dacrah terdiri atas: 

a. Kepala Badan; 

b. Sekrctariat, mcmbawahi: 

1. Subbagian Kepegawaian dan Umum. 

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, 

mcmbawahi: 

1. Subbidang Perencanaan dan Pengembangan; dan 

2. Subbidang Penyuluhan dan Konsultasi. 

d. Bidang Pengelolaan Sistem Inforrnasi Pendapatan Daerah, 
membawahi: 

1. Subbidang Penyediaan Sarana, Prasarana, dan Pengelolaan 

Basis Data Pajak Daerah: dan 

2. Subbidang Teknologi Transaksi Pendapatan Daerah. 

c. Bidang Pendataan, Pendaftaran, Pcnilaian dan Pcnetapan, 

membawahi: 

1. Su bbidang Pendataan Penilaian, dan Pen eta pan; dan 

2. Subbidang Vcrifikasi dan Pcnagihan. 

f. Bidang Pengcndalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah, 

membawahi: 

1. Subbidang Pemeriksaan dan Penyclcsaian Keberatan Pajak 

Daerah; dan 

2. Subbidang Pembinaan dan Pengawasan Pajak Daerah dan 

Rct ribusi Daerah. 
g. Kelompok Jabatan Fungsional. ~ 

Pasal 5 

2. Subbidang Pelaksanaan Belanja Daerah. 

f. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi: 

1. Subbidang Perencanaan, Pengamanan, Penatausahaan, dan 

Pelaporan BMD; dan 

2. Subbidang Penilaian, Penghapusan dan Pemanfaatan BMD. 

g. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset 

Daerah sebagaunana dirnaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak tcrpisahkan dengan 

Peraturan Bupati im. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025 NOMOR !:8 

FRANSISKUS SALES SODO 

TTD 

Diundangkan di Labuan Bajo 

pada tanggal, ~ Desember 2025 
SEK.RETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT, 

TTD 

EDISTASIUS ENDI 

Ditetapkan di Labuan Bajo 
pada tanggal, :i.1 Desember 2025 
BUPATI MANGGARAI BARAT, 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Manggarai Barat. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal II 

(2) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan 

Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan 

Peraturan Bupati ini. 



EDISTASIUS ENDI 

TTD 

BUPATI MANGGARAI BARAT, 

KEPALA BAOAN 

r,, 
l1K£LOMPOK JA8AiAN 

S£KRETARIAT FUNGSIONAL 
I 

l SU88AGIAN 
KEPEGAWAIAN DAN 

UMUM 

I I l 1 

BIOANG ANGGARAN BIDANG PERBENDAHARAAN BIDANG AKUNTANSI DAN BIOANG PENGELOLAAN 
PELAPORAN BARANG MIUI< OAERAli 

SUBBIDANG ANGGARAN SUBBIDANG SU8810ANG -- BIOANG PEMERINTAHAN 
'------ PENGOlAHAN OANA 

'------ SUBBIDANG AKUNl ANSI PERCNCANAAN, DAN KESCJAHTERAAN TRANSFER DAN KAS ,____ PENGAMANAN, RAKYAT DAE RAH PENATAUSAHAAN DAN 
PELAPORAN BMD 

SUBBIDANG ANGGARAN SUBBIOANG ......_ BIOAIIJG EKONOMI DAN ...___ PELAKSANAAN BELANJA - SUBBIDANG PELAPORAN SUBBIOANG PENILAIAN, FISIK DAN PRASARANA DAERAH UPTO ...___ PENGHAPUSAN, DAN 
PEMANFAATAN 

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 

TANGGAL 
NOMOR TAHUN 2025 

~ DESEBER 2025 

PERATURAN BUPATI MANGGARAT BARAT 
~8 

LAMPIRAN I 



EDISTASIUS ENDI 

TTD 

BUPATI MANGGARAT BARAT, 

RlNAAN DAN 
NOAWASAN 
AKDAERAH 

RETRJBUSJ 
DAE RAH 

UBBIDANO 
RJKSAAN DAN 

NYELESAlAN 
RATAN PAJAK 
~AE'RAH 

NDALJAN PAN 
Nl'>APATAN 

RAH 

KEPALA BADAN 

I Kl::LOMPO.K I JABATAN SEKRI:.'TARIAT 
FUNOSJONAL I 

I SUf3BAOJAN ::-i 
KEf>l<•:OAWAIAN DAN 

UMUM 

--, 
BJDANG PERENCANAAN DAN Blf>ANO PENClELOLAAN I BIOAN<I PENDATAAN. lurDANCl Pt-:No..-: 

PENOEMBANOAN SISTEM JNFORMASI PF.Nf>AF"TARAN, PENII..AIAN F:VALUASIPE 
PENOAPATAN DAERAH PENOAPATANOAI-:RAH DAN J'ENE'fAPAN DAE 

SUBBIDANO PENYEOIAAN SURRJOANO s 
BtJFJRIOANO PEME ~ Pli:RENCA.NAN DAN ..... SARA.NA, PRASARANA DAN - PENJ'>ATAAN ,r£NOA .. 'T ARA PE 

PENOEMBANOAN PENOELOLAAN BASIS N, PENJJ..AJAAN DAN KEBE DATA PAJAK DAERAlJ PENE'J'/\PAN J 

- 
SUBBJDANO PEM 

SUBl:IIOANO TEKNOLOOl SUBBIDANO VERIFlKASl PE .__ PF,NVULUHAN DAN .__ TRANSAKSIPENOAPATAN ...._ 
DAN PENAOIHAN PAJ KONSVLTASJ DAERAH I I 

DAN 
UPTD 

BAGAN STRVKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA 
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN MANOGARAI BARAT 

PERATURAN BUPATI MANGGARAT BARAT 
NOMOR ~8 TAHUN 2025 
TANGGAL ~ DESEMBER 2025 

LAMPIRAN II 

I• 


